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PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara

Cerai  Gugat  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara: 

Penggugat,  umur  33 tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di  Lingkungan Jadimulya

RT 004 RW 006 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota

Banjar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan

Swasta, tempat tinggal di Dusun Cisagakolot RT 011 RW 014 Desa

Mekarmuktii  Kecamatan  Cisaga Kabupaten  Ciamis  Jawa  Barat

(Rumah Kediaman orangtua Tergugat  samping rumah makan Beti

Cipadung), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  Gugatan  secara  tertulis  dengan

surat Gugatannya bertanggal  21 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Bjr

pada Kamis itu juga yang isinya sebagai berikut: 

1. Bahwa   PENGGUGAT  adalah  istri  sah  dari  TERGUGAT  yang  telah

menikah pada tanggal  21 Oktober  2013  sebagaimana dimaksud  dalam

Kutipan Akta Nikah Nomor : 548/75/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013,
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yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota

Banjar, Maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Jo Pasal

73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir  dengan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  perkara  ini  menjadi  wewenang

Pengadilan Agama ;  

2. Bahwa  pada  saat  melangsungkan  Pernikahan  Penggugat  Berstatus

Perawan dan Tergugat Berstatus Jejaka;  

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya

suami  isteri  dengan  baik,  dan  bertempat  tinggal  bersama  terakhir  di

Lingkungan Jadimulya RT 004 RW 006 Kelurahan Hegarsari  Kecamatan

Pataruman Kota Banjar di Rumah milik orangtua Penggugat dan setelah

menikah telah dikaruniai 2 orang anak bernama :    

- Suci Rahma Kiandra, perempuan, lahir di Banjar, tanggal 12 Juli

2014, sekarang tinggal dengan Penggugat; 

- Kiara Almahyra, perempuan, lahir di Banjar, tanggal 20 Februari

2018, sekarang tinggal dengan Penggugat;  

4. Bahwa  pada  mulanya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  dalam

keadaan  rukun  namun  sejak  Bulan  Januari  2023  ketenteraman  rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai  goyah dan timbul perselisihan

penyebabnya antara lain:    Bahwa  Tergugat  tidak  bertanggung  jawab

dalam memberikan nafkah batin maupun nafkah ekonomi sehingga untuk

memenuhi  kebutuhan  sehari-sehari  Penggugat  memperolehnya  dengan

cara bekerja;  

5. Bahwa Tergugat seringkali acuh terhadap Penggugat dimana ketika ada

masalah dalam rumah tangga, Tergugat seringkali mendiamkan Penggugat

(sillent treatment) dan memilih untuk pulang ke rumah orangtua Tegugat

sehingga  Penggugat  tidak  memahami  akar  masalah  yang  terjadi  dalam

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;  

6. Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  merasa  sudah  tidak  ada

kecocokan sehingga Penggugat merasa tidak sanggup mempertahankan

rumah tangga dengan Tergugat;  
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7. Bahwa  adanya  permasalahan  tersebut  mengakibatkan  rumah  tangga

Penggugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan

untuk kembali membina rumah tangga;  

8. Bahwa puncak perselisihan itu terjadi  pada Bulan  Juli  2023  Tergugat

pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tinggal bersama dan Tergugat

Sekarang tinggal di Dusun Cisagakolot RT 011 RW 014 Desa Mekarmuktii

Kecamatan  Cisaga Kabupaten  Ciamis  Jawa  Barat  (Rumah  Kediaman

orangtua Tergugat);   

9. Bahwa  menurut  Yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia  Nomor  3180/Pdt/1985  tertanggal  28  Januari  1987,  yang

berbunyi:  Pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan

(onheelbaretweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang

harus  dibuktikan,  melainkan  dari  seringnya  cekcok  yang  terus  menerus

terjadi sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;  

10. Bahwa  Penggugat  merasa  keutuhan  rumah  tangga  antara

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  dapat  dipertahankan  lagi,  dan

Penggugat  sudah  tidak  sanggup  lagi  berumah  tangga  dengan  Tergugat

karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;  

11. Bahwa  atas  dasar  uraian  diatas  maka  gugatan  Cerai  yang

diajukan  oleh  Tergugat  telah  memenuhi  alasan  perceraian  sebagaimana

diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah

No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;  

12. Bahwa  Penggugat  sangggup  membayar  seluruh  biaya  yang

timbul akibat perkara ini. 

Berdasarkan  alasan/  dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Kota Banjar segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;  

2. Menetapkan Jatuh Talaknya Tergugat (Tergugat) Talak satu Khul'i

terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Menyatakan biaya menurut Hukum 
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Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini,  Penggugat  dan Tergugat  telah

dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang

sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

di  persidangan  dan  tidak  pula  mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau

kuasanya  yang  sah  serta  tidak  ada  mengajukan  eksepsi  secara  tertulis

meskipun  berdasarkan  relaas panggilan  yang  dibacakan  di  persidangan,

Tergugat telah dipanggil  secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim

ternyata  ketidakhadiran  Tergugat  tersebut  tidak  disebabkan  alasan  yang

dibenarkan undang-undang;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati  Penggugat  agar

berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi

tidak  dapat  dilaksanakan  dan  pemeriksaan  terhadap  perkara  ini  dilanjutkan

dengan  membacakan  Gugatan  Penggugat  yang  dalil-dalilnya  tetap

dipertahankan Penggugat; 

Bahwa  untuk  mempertahankan  dalil-dalil  Gugatan  Penggugat,

Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama  Linda Kartika. Bukti

surat tersebut telah diberi  meterai  cukup, telah dinazagelen dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis

diparaf dan diberi tanda P.1; 

- Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  548/75/X/2013 tanggal  21

Oktober  2013  yang  dikeluarkan  oleh  KUA  Pataruman  Kota  Banjar

Provinsi  Jawa  Barat.  Bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,

telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi.
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1. Saksi  I,  umur  36  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus

Rumah Tangga, tempat tinggal  Lingkungan Jadimulya RT 004 RW 006

Kelurahan  Hegarsari  Kecamatan  Pataruman Kota  Banjar.  Saksi

mengaku  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat,  hubungan  sebagai

Kakak kandung, menyatakan bersedia menjadi saksi  dan memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang

anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan

Juli  2023,  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  tanpa

meninggalkan apapun dan sampai sekarang tidak ada nafkah baik

lahir maupun batin kepada Penggugat;

- Bahwa  upaya  untuk  merukunkan  kembali  Penggugat  dan

Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

2. Saksi  II,  umur  40  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus

Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Jadimulya RT 004 RW 005

Kelurahan  Hegarsari  Kecamatan  Pataruman Kota  Banjar.  Saksi

mengaku  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat,  hubungan  sebagai

kakak kandung,  menyatakan bersedia menjadi  saksi  dan memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang

anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan

Juli  2023,  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  tanpa

meninggalkan harta apapun dan sampai sekarang tidak memberikan

nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;;
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- Bahwa  upaya  untuk  merukunkan  kembali  Penggugat  dan

Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima serta membenarkan, juga telah mencukupkan dengan alat-alat bukti

yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di

persidangan,  yang  pada  pokoknya  menyatakan  tetap  dengan  Gugatan

Penggugat  dan  mohon  kepada  Majelis  Hakim  mengabulkan  Gugatan

Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,  Majelis Hakim

cukup  menunjuk  kepada  berita  acara  sidang  yang  merupakan  bagian  yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  Gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1)

huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil Gugatan Penggugat

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 121 ayat (1) dan (2)

HIR jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

para  pihak  berperkara  telah  diperintahkan  untuk  dipanggil  dan  menghadiri

persidangan;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan,

Penggugat  telah  datang  secara  inperson,  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah

hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada
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mengajukan  eksepsi,  dan  ternyata  pemanggilan  terhadap  Tergugat  telah

dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan

150 HIR telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus

perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  menasehati

Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82

ayat  (1),  ayat  (2)  dan  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,

maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak

Pasal  7  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada asasnya berdasarkan Pasal 125 HIR, dalil-dalil

gugatan  telah  menjadi  fakta  tetap/dapat  diterima  dengan  tidak  hadirnya

Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek

hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil  itu tidak melawan hak dan beralasan,

oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan

beralasan,  diperlukan  pemeriksaan  alat-alat  bukti,  disisi  lain  perkara  a  quo

adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus

diketahui  terlebih  dahulu  mengenai  alasan  yang  menyebabkan  suami  isteri

tidak dapat rukun;

Menimbang,  bahwa bukti  tertulis  yang diajukan Penggugat  yaitu  bukti

surat P.1 dan P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata

telah  memenuhi  syarat  formil  bukti  karena  merupakan  akta  autentik  sesuai

dengan ketentuan Pasal  165  HIR jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi

syarat  materil  bukti  karena  isinya  mendukung  terhadap  dalil  Penggugat

menyangkut  tentang  keabsahan  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat,

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1
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Tahun  1974  jo.  Pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam.  Berdasarkan  hal

tersebut di  atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat

adalah subjek hukum yang benar atau bukan orang lain, juga terbukti diantara

keduanya merupakan pasangan suami isteri yang sah dan terikat  sighat ta’liq

talaq  sebagaimana  diucapkan  Tergugat  sesaat  setelah  akad  nikah,  oleh

karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona

standi in judicio);

Menimbang,  bahwa  Penggugat  menghadirkan  2  orang  saksi,

sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah

memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147 HIR

jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134

Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan

tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta

telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang,  bahwa  saksi  pertama  Penggugat  (Saksi  I)  merupakan

Kakak  kandung,  dan  saksi  kedua  Penggugat  (Saksi  II)  merupakan  kakak

kandung,  menerangkan  mengenai  terjadinya  pisah  tempat  tinggal  antara

Penggugat  dan  Tergugat  sejak  bulan  Juli  2023 dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat,  adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami  sendiri

dan bukan  pendapat  atau  kesimpulan  sendiri  dan relevan  dengan  dalil-dalil

yang  harus  dibuktikan  oleh  Penggugat,  juga  keterangan  yang  disampaikan

saksi-saksi  cocok antara satu dengan yang lain,  oleh karena itu keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal  171 dan Pasal  172 HIR, sehingga keterangan saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan, keterangan Penggugat

serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan

P.2 serta 2 orang saksi),  Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang telah dikonstatir sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada

21  Oktober  2013  dan  keduanya  terikat  sighat  ta’liq  talaq  sebagaimana

diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  saat  ini  sudah  tidak

harmonis; 

4. Bahwa Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  rumah sejak  bulan  Juli

2023;

5. Bahwa  sudah  dilakukan  upaya  perdamaian  terhadap  Penggugat  dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  telah  dikonstatir  di

atas, terbukti  Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2023,

yang  berarti  Tergugat  telah  meninggalkan  Penggugat  tanpa  adanya

pertengkaran dan alasan yang jelas. Begitu pula berdasarkan dalil Penggugat

yang  dikuatkan  dengan  keterangan  para  saksi,  bahwa  selama  ditinggalkan

tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan menggantung status pernikahan Penggugat

oleh  Tergugat  tersebut,  menyebabkan Penggugat  tersiksa  lahir  batin  karena

Tergugat  tidak menunjukan kewajibannya sebagai  suami dan kepala rumah

tangga,  bahkan  dengan  telah  ditinggalkannya  Penggugat  oleh  Tergugat

menjadikan hak-hak Penggugat terabaikan oleh Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  di  atas,  telah

terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat melanggar sighat ta’lik talaknya

pada poin 2 (dua) dan 4 (empat), yakni tidak memberi nafkah wajib kepada istri

3 (tiga) bulan lamanya dan membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6

(enam) bulan atau lebih;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  telah  melanggar  sighat  ta’lik talaknya,

berarti  Tergugat  telah  melalaikan kewajibannya sebagai  suami  sebagaimana

terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal

itu  dibiarkan  berlarut-larut  maka  keadaan  tersebut  akan  mengakibatkan

kemadhataran bagi  Penggugat,  oleh karena itu menceraikan Penggugat dari
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Tergugat  merupakan  solusi  terbaik  dan  maslahah  daripada  tetap

mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan  sighat

ta’lik  talak,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  ta’lik  talak merupakan  perjanjian

perkawinan yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka

apabila  Tergugat  melakukan  hal-hal  atau  keadaan  yang  disyaratkan  dalam

taklik  talak,  Penggugat  sebagai  istri  Tergugat  dapat  mengajukan  persoalan

tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan

(2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  terhadap  fakta  Tergugat  telah  meninggalkan

Penggugat  sejak  bulan  Juli  2023 dan  selama  ditinggalkan  tersebut   tidak

pernah  memberikan  nafkah  wajib  sebagai  biaya  hidup  Penggugat  selama

ditinggalkan,  Majelis  Hakim  menilai  perbuatan  Tergugat  telah  mengabaikan

ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun

2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  yang

menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup

rumah tangganya;

Menimbang,  Majelis  Hakim  berpendapat,  bahwa  dengan  meneruskan

rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah

satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm),

maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat,  maka  sudah  sepatutnya  kemudhorotan  tersebut

dihilangkan.  Hal  ini  sesuai  pula  dengan  kaidah  fiqh  yang  berbunyi  sebagai

berikut:

الَضّرَرُ يزَُالُ
Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang,  bahwa dengan mengajukan perceraian ini  ke Pengadilan

Agama  menandakan  bahwa  Penggugat  tidak  ridho  atas  tindakan  Tergugat

tersebut  dan  kemudian  Penggugat  kemudian  menyerahkan  uang  sebesar

Rp10.000,00-  (sepuluh  ribu  rupiah)  sebagai  iwadh talak  Tergugat kepada

Penggugat di  depan persidangan,  sehingga  dapat  dinyatakan bahwa syarat

ta’lik talak telah terpenuhi;
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Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim  perlu  mengetengahkan  firman  Allah

SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

Artinya: Dan  penuhilah  janjimu,  sesungguhnya  janji  itu  pasti  diminta
pertanggungan jawabnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat

yang terdapat  dalam Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir  halaman Juz II  302 yang

artinya:  “Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak

tersebut  dengan  terwujudnya  sifat  yang  digantungkan  menurut  dhahirnya

ucapan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang

telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian

sebagaimana kehendak Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan

demikian  Majelis  Hakim  berpendapat  gugatan  Penggugat  patut  untuk

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh

isteri  ke  Pengadilan  Agama,  sehingga  dengan  pertimbangan-pertimbangan

hukum  di  atas,  Majelis  Hakim  mengabulkan  gugatan  Penggugat  dengan

menetapkan jatuhnya talak satu  khul’i Tergugat  terhadap Penggugat  dengan

uang  iwadh  sebesar  Rp10.000,00-  (sepuluh  ribu  rupiah)  dimana  perceraian

tersebut jatuh karena tebusan (khuluk), sebagaimana maksud pasal 119 ayat

(2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka

bagi  Penggugat  terdapat  waktu  tunggu  (masa  iddah)  selama  tiga  kali  suci

(sekurang-kurangnya  sembilan  puluh  hari)  dikarenakan  perceraian  tersebut

ba’da  dukhul sebagaimana  maksud  Pasal  153  ayat  (4)  dan  Pasal  155

Kompilasi  Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat  wajib

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum

Islam;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya

perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya; 

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu khul'i  Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat

(Penggugat) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh  ribu rupiah);  

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);  

Demikian  Putusan  ini  dijatuhkan  di  Pengadilan  Agama  Kota  Banjar

dalam Rapat  Permusyawaratan  Majelis  Hakim pada hari  Kamis,  tanggal  20

Februari 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah,

oleh kami Widya Alia, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Hasan,S.H.,M.H.

dan  Muchammad Aqib  Junaidi,S.HI masing-masing sebagai  Hakim Anggota,

putusan  tersebut  diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam sidang  terbuka  untuk

umum, oleh Widya Alia, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim

Anggota,  dibantu  oleh  Hanibarizatul  Baroroh,  S.H.I.,  M.H  sebagai  Panitera

Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd 

Ketua Majelis,

Ttd 
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Hasan,S.H.,M.H. Widya Alia, S.H.I.

Ttd 

Muchammad Aqib Junaidi,S.HI
Panitera Pengganti,

Ttd 

Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.-------------------------------Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 

1.-------------------------------Biaya proses Rp 100.000,00 

2.-------------------------------Biaya Panggilan Rp 54.000,00

3.-------------------------------PNBP Panggilan-----------Rp 20.000,00 

4.-------------------------------Hak redaksi Rp 10.000,00

5.-------------------------------Meterai Rp        10.000,00   

Jumlah biaya Perkara Rp 224.000,00 

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Bjr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


